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ABSTRAK

Di Indonesia untuk kasus cyberfraud belum maksimal dalam  kebijakan hukum pidananya terutama dalam menjerat pelaku kejahatan karena masih lemahnya peraturan hukumnya sekalipun telah direvisi khususnya UU No.11 Tahun 2008 dirasa masih kurang melindungi pelaku kejahatan penipuan melalui media internet juga terbatas pada alat/sarana di pihak penyidik dan penyelidik terutama di kepolisian dimana untuk proses lebih lanjut untuk kasus cybercrime baru bisa ditangani di tingkat kapolda dan kapolri. Padahal masyarakat kita kini sebagian sudah bergeser menjadi masyarakat maya yang aktvitas publik maupun privatnya dilakukan di dunia maya. Akibatnya berbagai masalah pun muncul terkait pelanggaran dan kejahatan di dunia maya. Walaupun sudah ada aturannya, namun masih memiliki kelemahan karena semakin berkembangnya tindak kejahatan yang terjadi. Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat judul penulisan proposal tesis “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Penipuan Melalui Media Internet”.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam membuat tesis ini adalah metode pendekatan yuridis empiris atau biasa disebut sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. sedangkan didalam yuridis empiris ruang lingkup penelitian ini yaitu melakukan studi hukum dalam fenomena-fenomena yang mana mempersoalkan bekerja hukum atau implementasi dari produk perundang-undangan.


Menurut hasil penelitian penulis, Kebijakan hukum pidana dalam melindungi khususnya tindak pidana kejahatan penipuan melalui media internet kurang melindungi baik di dalam KUHP maupun diluar KUHP, dalam hal ini UU No 11 Tahun 2008 yang sudah direvisi 27 Oktober 2016. Karena kejahatan penipuan melalui media internet bukan saja kejahatan nasional tetapi kejahatan internasional dan dampaknya bukan satu aspek saja tetapi bermacam-macam aspek. Oleh karena itu diperlukan salah satunya dengan langkah kebijakan hukum pidana selain langkah kebijakan non hukum pidana, dimana menggunakan kebijakan hukum pidana yakni dibutuhkan pendekatan integral keterpaduan secara menyeluruh untuk menanggulangi, menyelesaikan perkara cyberfraud di Indonesia. Disamping itu untuk mengatasi kesulitan penegak hukum dalam menjerat para pelaku kejahatan diperlukan penafsiran ekstensif untuk mengisi kekosongan hukum.Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Penipuan Melalui Internet penulis simpulkan bahwa diperlukan aturan tersendiri mengenai penipuan melalui media internet (cyberfraud) ke dalam aturan tersendiri atau dimasukkan dalam pasal dimana di dalam undang-undang no 11 tahun 2008 tidak ada padahal kejahatan penipuan melalui media internet semakin berkembang dan modus juga cara semakin canggih, disamping itu ada pembatas antara yang diperbolehkan menggunakan penafsiran ekstensif&larangan analogi.
Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Penipuan Melalui Media Internet
ABSTRACT


In Indonesian for cyberfraud case don’t yet maximal in criminal law policy firstly in the crime because still weakly rule is although revision already act specially nomor 11 2008 year it is still less protect in the cyberfraud through internet media to limited on device/tool in investigator officer and investigator especially in police force when for process further for cybercrime case new can handled in kapolda dan kapolri. We society besides now already shifted partly into cyber society the activities public and private do in cyber. As a result case various come related violation and crime. Although there has been rules, still yet have weakness because the more development of offense happened from description on the background above, then author make caption “ciminal law policy in prevention cyberfraud via intenet media”.
Metode is used from author in make this thesis approach metode yuridis empiric or always meaned law sosiology a science of appear from development of science of the law and can known with studying the social phenomenon in society appear aspect the law. Whereas this in jurisdical empiric scope is commit law study in phenomenons which the working law question or implementation of legislation product. 
According research crop author, criminal law policy in specially protect a criminal cyberfraud via internet media good less protect in KUHP than outside KUHP, this in act nomor 11 2008 year revisi already 27 oktober 2016. Because cyberfraud via internet media not national crime but transnational crime and impact not one aspect but aspect various. Therefore needed one of them with criminal law policy in addition to prevention criminal law policy where use criminal law policy that is needed integral policy in comprehensive for ward off, finish cyberfraud case in Indonesia. Besides that difficulty superintand for law enforcement in the prepetrator crime needed interpretation extensive for void law blankness. Criminal law policy in trackling effort cyberfraud via internet author conclude that needed special rule concerning cyberfraud via internet media to in special rule or where is in article in act number 11 2008 year whereas isn’t the growing cyberfraud via internet media and modus too the more sophisticated method, besides that restriction between allowed use interpretation extensive and analogi prohibition.
Keybord : Criminal Law Policy, Cyberfraud Via Internet Media
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